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ANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN BONE,

dengan pengajuan permohonan

Perpanjangan lzin Operasional Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan lzin

Operasional Lembaga;
bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai
dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai
kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi,
Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan
secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang
Perpanjangan lzin Operasional dan Penyelenggaraan

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah — Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indon
< 8 Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah
indonesia Tahun 2014 Nomor
Negara Republik indonesia NomoT
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik

Tambahan Lem baran

esia Nomor 4301);
93 Tahun 2014 tentang

(Lembaran Negara Republik

244, Tambahan Lembaran
5587), sebagaimana

Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411] Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Republik

Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279),
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1956);

9. Peraturan Mente
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

ri Pendidikan dan kebudayaan Republik



Berusaha Terintegrasi ~ Sccara Flektronik  Sektor
pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun

2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daernh
Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2010

tentang Urusan pemerintahan Daernh (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor
6);

13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang

Menetapkan :

KESATU

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
gatu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan dan memperpanjang lzin Operasional  dan
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan  Anak  Usin Dind
gebagaimana tercantum  pada laur 2 lampitan Surat
keputusan ini, vang berada dibawah  yayasan  yang
disebutkan pmiﬂ lagjur 3 dengan  Aldaa Notaria
Perpanjangan Yayasan Yyang dincbutkan pada lajur 4,
dengan alamat gebaglmiana disebutkan pada lagjur 5 dan

6;.



KEDUA . Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan
menvempurnakan Rencana Induk Pengembangan Tarman
Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapalan
Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling
lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sckolah maka
pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan
dicabut

KETIGA  lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai
tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 16 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU BATU PINTU

TR 410620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;

3. Pertinggal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
DAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN mopay
TERPADU  SATU pryTy

KABUPATEN BONE
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021
AKTA NOTARIS ALAMAT
NO | NAMA LEMBAGA | NAMA YAYASAN PERPANJANGAN DESA/ [E———
l YAYABAN KELURAHAR | KECAMA
L 1 \ 2 3 4 5 6
NOMOR 02 |'
YAYASAN TANGGAL 05
1 TENRISANNAE OKTOBER 2015 | MAGGENRANG | KAHU \
TK TENRISANNAE | |/ GGENRANG RIDWAN RATE, |
OEISH,M.Kn [
NOMOR 173
YAYASAN TAMAN TANGGAL 28
o | TK PERTIWI KANAK KANAK MARET 2015 PALATTAE KAHU
PADU PALATTAE | PERTIWI PADU SUHARTO H.
PALATTAE MATTA,S.H.MKn | |
NOMOR 51 ii
TANGGAL 12 |l
3 | TK AISYIYAH Y'AYASM_I TAMAN | SEPTEMBER 2013 | LABUAJA KAHU 1
S ABGATL KANAK KANAK MENA
YAYASAN TAMAN | NOMOR 52
KANAK KANAK TANGGAL 12
@ TK ISLAM ISLAM FATIMAH | SEPTEMBER 2013 | LABUAJA KAHU
FATIMAH DESA LABUAJA MENA
KECAMATAN KAHU | BAHRAH,S.H,M.Kn
YAYASAN TAMAN
KANAK KANAK NOMOR 47
AISYIYAH TANGGAL 12
5 |TKABAI BUSTANUL ATHFAL | SEPTEMBER 2013 | ARALLAE KAHU
ARALLAE (ABA 1) DESA MENA
ARALLAE BAHRAH,S.H,M.Kn
KECAMATAN KAHU
YAYASAN TAMAN
KANAK KANAK NOMOR 50
6 |TK ABA | AISYIYAH TANGGAL 12
ARALLAE BUSTANUL ATHFAL SEPTEMBER 2013 ARALLAE KAHU
(ABA 1) DESA MENA
ARALLAE BAHRAH,S.H,M.Kn
LIN KECAMATAN KAHU T
———AVATAN KAHU
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7T | TKABAT - BUSTANUL ATHRAL TANGGAL 16 |
' CENRANA | 11 CENRANA SEPTEMBER 2013 | cENRANA KA |
" - (JARAMELE) NUR ALAM,S.11,

E r M.Kn

-—

—

INOMOR T2
YAYASAN IDHATA TANGGAL 07 JUNI

AL 2011
CENRANA NUR ALAM,S.11,

| M.Kn

i
'8 | TK. IDHATA
\ CENRANA

CENRANA III KAHU
[
/
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YAYASAN ISLAM FATIMAH
TAMAN KANAK - KANAK ISLAM FATIMAH

DESA LABUAJA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE
Alamat :Assarajangnge Desa Labuaja Kecamatan kahu , Kabupaten Bone

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedun

Ketiga

Keempat

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
Nomor :.01/YYSN/TK IF/DL/VII/ 2001

TENTANG
PENGUKUHAN PENDIRIAN TK ISLAM FATIMAH

Bahwa Untuk Membantu  Pemerintah  Khususnya Pemrintah  Desa

Labuaja Dalam Usaha Mencerdaskan Kchidupan Bangsa, Sebagai Mana
Tertuang  Dalam  Pembukaan UUD 1945 Maka Di pandang Perlu
Mendirikan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Untuk Menampung,
Anak Usia Dini

: Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),Yayasan
Taman Kanak-Kanak Islam Fatimah Desa Labuaja Yang Bertujuan

Antara Lain Di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

W

Mengukuhkan Pendirian/Pembentukan Taman Kanak-Kanak Islam
Fatimah Desa Labuaja Tahun.2001,Yang Di lengkapi Dengan Sarana

Dan Prasarana Scsuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Hal-Hal Yang Mungkin Timbul Schagai Akibat Terbitnya Sural

Keputusan Ini Menjadi Tanggung Jawab Yayasan Taman Kanak-Kanak

lslam Fatimah Desa Labuaja Kec.Kahu Kab.Bone.

Apabila Di kemudian Han Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan

Ini,Maka Akan Di Perbaiki Sebagai Mana Mestinya.

Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkanaya .

Ditetapkan Di : Labuaja
- 04 Agustus 2001




